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Salinan PUTUSAN
Nomor 1600/Pdt.G/2020/PA.Pbr
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah
menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai
gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan lbu
Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bawaslu,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal
09 Oktober 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1600/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada
tanggal 16 Oktober 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru,
sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No XXXXXxXXxxxx tertanggal 24
Januari 2011;
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2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus sebagai
Gadis berstatus sebagai Jejaka;

3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak
yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikabh;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Kontrakan di jalan Bukit
barisan ujung Kota pekanbaru selama lebih kurang satu Tahun setelah itu
berpindah ke rumah kontrakan di jalan garuda kota peknbaru selama lebih
kurang dua tahun terakhir Penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontakan
di jalan kelilingkota pekanbaru seperti alamat Penggugat diatas sampai
sekarang ;

5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3
(tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut:

a. anak pertama Perempuan umur 8 Tahun;
b. anak kedua Lakilaki umur 5 Tahun;
c. anak ketiga Perempuan umur 2 Tahun;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan
rukun dan damai, akan tetapi Pada tahun 2016 antara Penggugat dengan
Tergugat terus-menerus terjadi perselisihnan dan pertengkaran sehingga tidak
ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya
disebabkan oleh;

a. Tergugat orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri;

b. Tergugat perna main pukul (Kdrt) terhadap penggugat di saat terjadi
pertengkaran

c. Tergugat tidak bisa menjadi suami yang baik bahkan Tergugat tidak
mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga;

d. Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada bulan April Tahun 2020 dikarenakan Tergugat menjelek
jelek kan ke pada keluarga dan teman Penggugat lain akibat dari
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perbuatannya tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan
perbuatan Tergugat yang telah menyakiti Penggugat lahir dan bathin dan
antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta
tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pengugat
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan
datang. Dengan demikian, permohonan cerai gugat Pengugat untuk
terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan duduk perkara diatas Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Pekanbaru Cqg. Majelis Hakim menetapkan hari sidang,
memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan
Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat Soni Darmujianto bin M

Darwis) kepada Penggugat Erosnita binti Burza;

3. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada

Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-
panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir
dipersidangan secara in persoon, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor
1600/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan,
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Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata
ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-
undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi
terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan
Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat
telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXXXXXXXXXX tertanggal 24 Januari 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xXXXxxXXxxxX, Kota
Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1
dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan
dua orang saksi yang bernama  XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX masing-
masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan
tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi | Nama XXXXXXXXXXXX
¢ Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
e Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Januari 2011;
e Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai;
e Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
dirumah kontrakan di Jalan Bukit Barisan Ujung, Kota Pekanbaru:
e Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan di
Jalan Keliling, Kota Pekanbaru;
e Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
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¢ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah
awalnya rukun dan harmonis sampai tahun 2016, setelah itu rumah
tangga Penggugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
e Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar
Penggugat dam Tergugat bertengkar;
e Bahwa penyebabnya adalah Tergugat orangnya keras kepala, egois
serta ingin menang sendiri, Tergugat perna main pukul (KDRT) terhadap
penggugat di saat terjadi pertengkaran, Tergugat tidak bisa menjadi suami
yang baik bahkan Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab terhadap
keluarga, Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat;
e Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1
(satu) minggu;
¢ Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pengugat;
¢ Bahwa Penggugat pergi pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat;
e Bahwa Pengguagt pergi meninggalkan Terguagt karena ada masalah
utang dan masalah lainnya;

Saksi Il. Nama XXXXXXXXXXXXXX
e Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
¢ Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada awal tahun 2011;
e Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai;
e Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
dirumah kontrakan di Jalan Bukit Barisan Ujung, Kota Pekanbaru:
e Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan di
Jalan Keliling, Kota Pekanbaru;
¢ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
e Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah
awalnya rukun dan harmonis sampai tahun 2016, setelah itu rumah
tangga Penggugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
e Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar

Penggugat dam Tergugat bertengkar;
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e Bahwa penyebabnya adalah Tergugat orangnya keras kepala, egois
serta ingin menang sendiri, Tergugat perna main pukul (KDRT) terhadap
penggugat di saat terjadi pertengkaran, Tergugat tidak bisa menjadi suami
yang baik bahkan Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab terhadap
keluarga, Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat;

¢ Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1
(satu) minggu;

¢ Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pengugat;

e Bahwa Penggugat pergi pulang kemba;i ke rumah orang tua Penggugat;
e Bahwa Pengguagt pergi meninggalkan Terguagt karena ada masalah
utang dan masalah lainnya;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut,
Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan tanggapan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di
persidangan pada tanggal 09 November 2020 yang pada pokoknya
menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan
Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim
cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi, maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat
adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan
mana Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau
kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak
melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan

gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan,
maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses
mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.l. Nomor 1 Tahun
2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang
Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat
dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara
maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk
membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok dari Penggugat mengajukan gugatan
cerai ini adalah karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
disebabkan sebagaaimana diuraikan secara lengkap di dalam posita gugatan
Penggugat pada poin 5 di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap
kepersidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau
kuasanya, maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan segala sesuatu
yang berkaitan dengan hak-hak dari Tergugat tentang akibat perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dari gugatan
Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi,
terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut
ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1. (Kutipan Akta Nikah),
ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan
mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah
suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, menikah pada tanggal 08 Juli
Tahun 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg, dan Pasal 1868
KUH Perdata bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, dengan
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demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan
dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi tersebut ternyata adalah
orang yang dekat dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat, kedua saksi
tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan
berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau
pendengaran sendiri, keterangan yang diberikan telah saling mendukung dan
melengkapi serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan
Penggugat, dengan demikian saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat
formil dan syarat materiil bukti saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 RBg,
sehingga keterangan saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup
mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan dari gugatan Penggugat dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung oleh bukti
surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dari Penggugat
sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat
menemukan fakta-fakta hokum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah,
menikah pada tanggal 08 Juli 2018, punya anak 2 orang, serta belum
pernah bercerai;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana
diuraikan secara rinci dan lengkap di dalam posita dari gugatan Penggugat,
yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2020;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah
berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 minggu yang lalu;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan
Tergugat agar rukun kembali sebagai suami-isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi
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pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat
tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 1 minggu yang lalu, serta upaya
damai melalui penasehatan yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga
maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak
berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan
Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan
hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak
mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan
pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat
mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah
tangga yang bahagia kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
(vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang
sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam),
sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan
Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh
karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk diterima dan
dikabulkan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua
dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)
kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);

4. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada
Penggugat sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam
sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senen, tanggal 09 November
2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh
Drs. H. Januar sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Asy'ari, M.H. dan H.
Gusnahari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh
Drs. H. Januar sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. Asy'ari, M.H. dan H.
Gusnahari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu
oleh Rosita S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Januar

Hakim Anggota Majelis Hakim Anggota Majelis
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Drs. Asy'ari, M.H. H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rosita S.H., M.H.
Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

2. Biaya ATKRp.60.000,-

3. Biaya panggilan Rp. 375.000,-
4, Biaya PNBP Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi Rp. 10.000 ,-

6. MeteraiRp.  6.000 .-

Jumlah Rp. 501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah)
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